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PUTUSAN

Nomor: 1091/Pdt.G/2017/PA.Sel.

s>l ozl alll aans
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Gugat antara:

I U 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan  wiraswasta, bertempat tinggal di
|
I <abupaten

Lombok Timur, sebagai “Penggugat”;
melawan

. U 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Lingkungan |l
|
I <abupaten Lombok Timur, sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor:
1091/Pdt.G/2017/PA.Sel. tanggal 24 Oktober 2017 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

pada tanggai 26 Agustus 2006 di [ EGTcccNNGEGNGEEEEE
I, <abupaten Lombok Timur,
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/09/1X/2006 yang dikeluarkan
oleh |GG, <-bupaten Lombok
Timur, tertanggal 01 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
|
B <abupaten Lombok Timur selama 2 bulan dan berpindah
tempat tinggal di |
I <:-bupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama:
I ki aki, umur 9 tahun (ikut Keluarga Tergugat);

3. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat diketahui memiliki watak yang keras bahkan Tergugat sering
berkata-kata kotor kepada Penggugat;
b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada

Penggugat;
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c. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh

Penggugat;

d. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin

Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya
pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan
perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing
pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan
permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar
Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi
tidak berhasil;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Penggugat bersedia
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari
persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa

dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :
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PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat ([ EGcNGTGGG)
terhadap Penggugat (G

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan
tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah
diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Mesnawi, SH.
(Panitera Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai
laporan Mediasi tanggal 21 November 2017,

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan
membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa betul Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang

menikah pada tanggai 26 Agustus 2006 di |G
I (<2bupaten

Lombok Timur;
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2. Bahwa betul setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama
cii |
I o tclah hidup  rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama
I (-<i-aki, umur 9 tahun ikut Keluarga Tergugat;

3. Bahwa betul sejak tahun 2013 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat
mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa betul Tergugat diketahui diketahui memiliki watak yang keras
bahkan Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat;

5. Bahwa betul Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga
kepada Penggugat tapi ada sebabnya karena Penggugat melawan, jika
diingatkan tidak mau mendengar dan Penggugat keras kepala;

6. Bahwa betul Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain oleh Penggugat tapi ada sebabnya yaitu supaya Penggugat terbuka
hatinya karena sejak anak lahir saya ingin punya anak lagi namun
Penggugat menolak punya anak lagi;

7. Bahwa tidak betul Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah
lahir dan bathin Penggugat, yang benar Tergugat mau bertanggungjawab
terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat namun bagaimana saya bisa
memberikan nafkah sementara Penggugat pergi ke Singapura?;

8. Bahwa betul perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat
telah mencapai puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara

Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang,
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Penggugat pergi ke Singapura dan Tergugat ke Malaysia dan sejak saat itu
saya dan Penggugat tidak serumah lagi;

9. Bahwa tidak betul pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati
agar Tergugat dengan Penggugat dapat rukun dan kumpul kembali akan
tetapi tidak berhasil, yang betul keluarga Tergugat menyarankan agar cerai
dengan Penggugat tapi Tergugat tidak mau;

10. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat
dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menolak bantahan
Tergugat dan menambahkan keterangan yaitu:

1. Bahwa tidak betul Penggugat keras kepala;

2. Bahwa tidak betul Penggugat menolak punya anak lagi;

3. Bahwa tidak betul Tergugat bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat,
yang betul Tergugat tidak memberi nafkah sejak sebelum Penggugat ke
Singapura;

4. Bahwa keluarga Penggugat menasehati Penggugat dan betul tidak
menasehati Tergugat karena tidak mau ikut campur;

5. Bahwa Penggugat pernah 2 kali diceraikan oleh Tergugat, pertama akhir
tahun 2008 lalu rujuk dan kedua akhir tahun 2012 lalu rujuk lagi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
duplik yang pada pokoknya tetap bertahan pada dalil jawaban semula, dengan

tambahan bahwa benar orang tua Penggugat tidak mau berbicara dihadapan
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Tergugat, benar bahwa Tergugat pernah 2 kali bercerai dengan Penggugat,

pertama tahun 2008 lalu rujuk dan kedua tahun 2012 lalu rujuk lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor
5203176011780002 tanggal 28 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Timur. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat Nomor : 257/09/1X/2006
tanggal 01 September 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama |G <2bupaten Lombok Timur. Bukti
surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Tergugat
membenarkannya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Muhammad Jufri bin Amsiah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan

Pensiunan  PNS, I
I
Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama B Jan Tergugat
bernama | EGN
- Bahwa saksi adalah bapak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013
mulai tidak tenteram lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sudah lebih dua tahun Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tidak
pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dua kali bercerai pada
tahun 2008 dan tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
saksi I |GGG . 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Kepala Lingkungan, bertempat tinggal di | G
!
Kabupaten Lombok Timur;
Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [l dan Tergugat
bernama [ Gz
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013
mulai tidak tenteram lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tahu kurang lebih dua atau tiga tahun Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah dua kali bercerai pada
tahun 2008 dan tahun 2012;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat,
namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat
membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan
kepada saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti
lagi;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalii bantahannya Tergugat telah

mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: [ GG .- 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan
sopir, bertempat tinggal di |G
I <-bupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
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- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hannya tahu Tergugat pernah curhat ke saksi bahwa

Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;

Saksi 1I: |GG . ur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
Karyawan, bertempat tinggal [N
. <-bupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan
keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa saksi tahu sendiri Penggugat dan Tergugat bercerai di bawah tangan
lalu rujuk;

- Bahwa saksi tahu sekitar satu tahun ini Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkan
sedangkan Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada
saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang
telah diajukannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Sedangkan

Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap tidak mau
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bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang
termuat dalam berita acara sidang yang harus dianggap termuat dalam
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi
kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No.7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3
Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan untuk
memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah
berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan
Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan
PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Mesnawi, SH. (Panitera
Pengadilan Agama Selong), namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar
menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2013 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan

dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui memiliki watak yang
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keras bahkan Tergugat sering berkata-kata kotor kepada Penggugat, Tergugat
sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat
diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain oleh Penggugat,
Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Ilahir dan bathin
Penggugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai
puncaknya pada bulan Juni 2014, yang berakibat antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk
perkaranya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat
telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam
duduk perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk
perkaranya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan
Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan
sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg terhadap dalil-dalil yang
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dibantah dan bantahan terhadap dalil-dalil tersebut kepada Penggugat dan
Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing
dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat, Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dengan pengakuan
Tergugat mengingat pasal 311 RBg, dengan demikian maka pengakuan
tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan, namun oleh karena
perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara
yang bersifat khusus pula, berdasarkan azas lex specialis derogat lex
generalis, maka pengakuan Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat
dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna
(volledig) dan mengikat (bindend), namun terhadap gugatan Penggugat masih
harus didukung oleh bukti-bukti lain, yaitu bukti saksi keluarga atau orang
dekat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 dan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya
dengan mengajukan bukti tertulis P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk

atas nama Penggugat dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta bukti

kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama || GGG
I - adap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.1, dibuat
oleh Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud
pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat,
oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud
pasal 285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis
Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai
pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian
Penggugat terbukti sebagai penduduk Lombok Timur yang merupakan wilayah
yuridiksi Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu P.2, dibuat oleh
Pejabat yang berwenang, dan bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 2
ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh
karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal
285 RBg dan pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, maka Majelis Hakim
menilai bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian
yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian terbukti bahwa
Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga
keduanya memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung,
dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama keluarga
Penggugat dan saksi kedua orang dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal
309 R.Bg. jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kedua orang saksi

Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian,
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maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai
pembuktian;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dua saksi
penggugat dalam perkara a quo hannya mengetahui perpisahan tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat dan tidak mengetahui pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, bukan berarti tidak terbukti terjadi pertengkaran dan
perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun perpisahan
tempat tinggal antara keduanya sudah cukup menjadi indikator sekaligus
menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal
antara Penggugat dan Tergugat, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang
tetap minta diceraikan, tidak berhasilnya upaya untuk mendamaikan yang
dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim, hal tersebut telah cukup
membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit
didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian dalil

gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-

masing bernama | | | | I y2ng merupakan teman Tergugat dan

I 20 erupakan sepupu Tergugat, kedua saksi tersebut

telah memberikan kesaksiannya sebagaimana dalam duduk perkara;
Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat pada prinsipnya
sejalan dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan

Tergugat adalah suami istri, saksi pertama dan kedua Tergugat mengetahui
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Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saksi kedua mengetahui tentang
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sementara saksi pertama
tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adapun
mengenai bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat maka kedua saksi
Tergugat tidak ada yang mengetahuinya, olehkarenanya maka bantahan
Tergugat harus dinyatakan tidak terbulkii;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 3180
K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa pengertian cekcok yang terus
menerus yang tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab
cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar
terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan
lagi, maka Majelis Hakim lebih menekankan kepada pokok permasalahan
dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah
sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat serta
pertimbangan tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada

tanggal 26 Agustus 2006;
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2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai
sekarang;

3. Bahwa upaya pendamaian telah maksimal dilakukan, namun tidak berhasil
merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar

Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat, akan dipertimbangkan

sebagai berikut :
Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan
suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat
hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak

ada harapan lagi untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai

talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada
harapan untuk kembali rukun;

- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;
Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dan saksi-saksi

yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dengan

demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan telah
diupayakan pendamaian antara Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali
rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga

telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan
majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA
Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian

maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang ingin tetap

mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim
menghargainya, akan tetapi untuk membangun sebuah rumah tangga tidak
cukup dari keinginan sepihak saja, keinginan membina sebuah rumah tangga
harus dari kedua belah pihak yakni pihak suami dan pihak istri dan jika salah

satu tidak menghendaki untuk melanjutkan rumah tangga maka rumah tangga
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tersebut tidak akan berjalan harmonis dan justeru akan menimbulkan

kemadharatan bagi kedua pihak dan anak-anak;
Menimbang bahwa melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat

yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali meskipun telah dilakukan upaya
perdamaian baik disetiap persidangan maupun melalui mediasi tetapi tidak
berhasil, majelis hakim menilai bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir

yang harus ditempuh demi kemaslahatan kedua pihak;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar
telah pecah (broken marriage) dengan adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali
rukun meskipun telah didamaikan oleh Pengadilan, dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian

sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;
Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah
dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;
Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat ulama

dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih

sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

ade $lla lg=s,l az g llass ,pacaizalols
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Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang
didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk
mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang
seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya
akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah
satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalag yang
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini

yang menyatakan :

oo oz gl sl O laiai (> GWall plai el Ul 284
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Artinya : " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah
dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat
perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan
meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam
penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan

yang bertentangan dengan semangat keadilan” ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan
hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini
adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu
macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2)
huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak
satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1)
dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong
untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat
pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam

sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([ EGcTcTGGEEGE)
terhadap Penggugat ()

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan
salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal dan tempat
perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018

Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1439 Hijriah, oleh kami H.

Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi

Yudistira, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H.

Fadlullah, BA. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan

Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H. Panitera Pengganti,

H. Fadlullah,BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 300.000,-
Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
Meterai Rp. _ 6.000,-
Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
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